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Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan 

pelayanan publik pada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan 

kerjasama, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya 

sebatas kerjasama antar daerah tetapi juga dapat dilakukan dengan Pihak 

Ketiga, hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam  Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 

363 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dinyatakan bahwa “kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

oleh Daerah dengan:  

a.  Daerah lain; 

b.  Pihak Ketiga; dan/atau 

c.  Lembaga atau Pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan         

    peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerjasama Daerah menyatakan “bahwa pihak ketiga yang dapat menjadi 

mitra dalam Kerjasama Daerah dalam Kerjasama Daerah Dengan Pihak 

Ketiga (KSDPK) terdiri atas : 

a. Perseorangan; 

b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan Ketentan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. Organisasi kemasyarakat baik yang berbadan hukum Maupun tidak 

berbadan hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” 

Dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 

tentang Kerjasama Daerah “bahwa Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 

(KSDPK) meliputi : 

a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; 



b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah 

yang memberikan pendapatan bagi daerah; 

c. Kerja sama Investasi; 

d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal Kerjasama diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, maka sesuai 

ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan 

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga dinyatakan bahwa surat 

penawaran rencana Kerjasama Dengan Pihak Ketiga yang telah 

ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon 

mitra dilengkapi dengan kerangka acuan kerja”. 

Pada pasal 30 Ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat beberapa 

calon mitra yang memenuhi syarat, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah 

(TKKSD) dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan 

mempertimbangkan : 

a. Bonafiditas; 

b. Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan;dan 

c. Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK 

Dengan adanya payung hukum tentang Kerja sama Daerah dengan Pihak 

Ketiga tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Daerah 

dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


